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RANCANGAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 6 P/HUM/2020, perlu

melakukan penyesuaian terhadap ketentuan persyaratan

calon dalam pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian

BAHAN RDP
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ketentuan persyaratan calon, perbaikan syarat dukungan

bakal pasangan calon perseorangan, pendaftaran dan

pengumuman pasangan calon, diokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon, penetapan dan

pengumuman pasangan calon, pendaftaran kembali

pasangan calon perseorangan, dan formulir syarat calon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
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atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 159);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG

PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 826), yang telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

a. Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
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Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1586);

b. Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1536); dan

c. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 159),

diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 dihapus, sehingga Pasal

4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-

cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan

tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun

untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon

Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota

dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan

Pasangan Calon;
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e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas

penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim

dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi

dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali

terhadap terpidana yang melakukan tindak

pidana kealpaan atau tindak pidana politik

dalam pengertian suatu perbuatan yang

dinyatakan sebagai tindak pidana dalam

hukum positif hanya karena pelakunya

mempunyai pandangan politik yang berbeda

dengan rezim yang sedang berkuasa;

f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di

dalam penjara meliputi:

1. terpidana karena kealpaan; atau

2. terpidana karena alasan politik;

3. dihapus,

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan

kepada publik;

g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai

menjalani masa pemidanaannya wajib secara

jujur atau terbuka mengemukakan kepada

publik;

g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-

ulang;

h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau

bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual

terhadap anak;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
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k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada

instansi yang berwenang memeriksa laporan

harta kekayaan penyelenggara negara;

l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum

yang menjadi tanggung jawabnya yang

merugikan keuangan negara;

m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan

memiliki laporan pajak pribadi;

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau

Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,

atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2

(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang

sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil

Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon

Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan

dihitung berdasarkan jumlah pelantikan

dalam jabatan yang sama, yaitu masa

jabatan pertama selama 5 (lima) tahun

penuh dan masa jabatan kedua paling

singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun,

dan sebaliknya;

2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud

pada angka 1, adalah jabatan Gubernur

dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur

dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/

Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan

jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan

Wakil Bupati/ Wali Kota;

3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan

yang sama, meliputi:
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a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam

jabatan yang sama;

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang

sama tidak berturut-turut; atau

c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama

di daerah yang sama atau di daerah

yang berbeda;

4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan

atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa

jabatan sebagaimana dimaksud pada

angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan

sampai dengan akhir masa jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur, atau

Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan;

dan

5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku

untuk:

a) jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur, atau Bupati dan Wakil

Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota yang dipilih secara langsung

melalui Pemilihan, dan yang diangkat

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau

b) jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur, atau Bupati dan Wakil

Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota karena perubahan nama provinsi

atau kabupaten/kota;

p. belum pernah menjabat sebagai:

1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur,

calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon

Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di

daerah yang sama;
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2. dihapus; atau

3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil

Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di

daerah yang sama;

q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan

sebagai calon bagi:

1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau

Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri

sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali

Kota atau Wakil Wali Kota di

kabupaten/kota lain;

2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau

Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri

sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di

provinsi lain; atau

3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang

mencalonkan diri sebagai Gubernur atau

Wakil Gubernur di provinsi lain;

r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar

tanggungan negara selama masa kampanye

bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil

Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang

mencalonkan diri di daerah yang sama;

s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur,

penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota;

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri

sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak

ditetapkan sebagai calon;

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri

sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai

Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan

perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;



- 9 -

v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang

tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan

sebagai calon; atau

w. berhenti sebagai Anggota KPU Republik

Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum

pembentukan PPK dan PPS.

(2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak

menghalangi penyandang disabilitas.

(2a) Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi

Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah

melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

(2b) Mengemukakan kepada publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f1 dan huruf g

dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di

media massa harian lokal sesuai daerah calon yang

bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional

yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:

a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana

tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;

b. jenis tindak pidananya; dan

c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-

ulang.

(2c) Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada

ayat (2b) dilakukan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu

sejak masa pendaftaran sampai dengan

sebelum masa perbaikan;
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b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh

lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau

setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman

koran yang dimuat di halaman satu, halaman

tiga, atau halaman terakhir;

c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud

pada ayat (2b) huruf a paling kurang memuat:

1. nama lengkap;

2. tempat tanggal lahir;

3. jenis kelamin;

4. alamat;

5. pendidikan; dan

6. pekerjaan.

d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud

pada ayat (2b) huruf b dan huruf c paling

kurang memuat:

1. jenis tindak pidana;

2. nomor dan tanggal putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. nomor dan tanggal surat keterangan telah

selesai menjalani pidana penjara dari

kepala lembaga permasyarakatan, atau

nomor dan tanggal surat keterangan dari

kejaksaan yang menerangkan bahwa

terpidana tidak menjalani pidana dalam

penjara bagi terpidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f1;

4. nomor dan tanggal surat keterangan telah

selesai menjalani pembebasan bersyarat,

cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

dari kepala lembaga pemasyarakatan,

dalam hal bakal calon mendapat

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau

cuti menjelang bebas; dan

5. nomor dan tanggal surat keterangan yang

menyatakan bahwa bakal calon yang

bersangkutan bukan sebagai pelaku
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kejahatan yang berulang-ulang dari

Kepolisian.

(2d) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani

pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang

bersangkutan telah selesai menjalani pidananya

sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal

calon.

(2e) Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

dikecualikan bagi:

a. pemakai narkotika karena alasan kesehatan;

b. mantan pemakai narkotika yang karena

kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah

selesai menjalani proses rehabilitasi; atau

c. mantan pemakai narkotika yang terbukti

sebagai korban yang berdasarkan

penetapan/putusan pengadilan diperintahkan

untuk menjalani rehabilitasi dan telah

dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.

(2f) Syarat bebas penyalahgunaan narkotika

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2e)

huruf a.

2. Ketentuan huruf c dan huruf e Pasal 40 diubah sehingga

Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon,

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

bertugas:

a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
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b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a;

c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan dan

syarat calon yaitu:

1. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan

berpedoman pada Keputusan Menteri yang

diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (6);

2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan

berpedoman pada kepengurusan Partai Politik

tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, dan kepengurusan Partai

Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota, yang disampaikan oleh KPU

atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7);

atau

3. kelengkapan dokumen keputusan

pengambilalihan kepengurusan Partai Politik

tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota;

dan

4. kelengkapan dokumen syarat calon.

d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat

penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda

Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang

berisi:

1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan

Calon;
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2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai

Politik Tingkat Pusat dan/atau keputusan

Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai

Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal

Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus

Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus

Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang

ditandatangani oleh Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan

Partai Politik Tingkat Pusat;

4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat,

dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai

Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal

Pasangan Calon; dan

6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal

dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dan kelengkapan

dokumen syarat calon;

f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

dalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon perseorangan menggunakan Tanda Terima

Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi;

1. nama lengkap bakal calon;

2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

3. alamat dan nomor telepon bakal calon;

4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

dan
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5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran

dukungan bakal calon.

g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat

provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;

h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam

huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau

formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f

kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

i. memberikan surat pengantar pemeriksaan

kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang

ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon; dan

j. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi

Pencalonan berupa:

1. Bakal Pasangan Calon dan data dukungan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan

2. Bakal Pasangan Calon perseorangan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 68 diubah sehingga Pasal 68

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi

persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon,

penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada

rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam

Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan

Pasangan Calon dengan Keputusan KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan
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Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) di papan pengumuman dan/atau di laman KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 90 diubah dan Pasal 90

ayat (1) huruf d dan huruf g dihapus sehingga Pasal 90

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan

sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:

a. calon terbukti menjanjikan dan/atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk

mempengaruhi penyelenggara Pemilihan

dan/atau Pemilih berdasarkan putusan

Bawaslu Provinsi dan/atau putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

sebelum hari pemungutan suara;

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak

pidana kejahatan yang diancam pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum

hari pemungutan suara;

c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau

memberikan imbalan dalam proses pencalonan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. dihapus;

e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam)

bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan

Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi

Calon atau Pasangan Calon yang berstatus

sebagai Petahana;

f. menggunakan kewenangan, program, dan

kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan
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pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum

ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai

dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih,

bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus

sebagai Petahana; dan

g. dihapus.

(2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta

Pemilihan yang lain.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 104 diubah sehingga Pasal 104

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Sebagian bentuk dan jenis formulir yang digunakan

dalam proses pencalonan diubah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(2) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah

menggunakan formulir Model B.1-KWK

Perseorangan (Kolektif) berdasarkan ketentuan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, untuk tahapan

penyerahan dukungan perbaikan menggunakan

formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
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(3) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan

pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus

khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR



1

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG

PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL

GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI

KOTA



SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL

BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .........................................................................................................

b. NIK : .........................................................................................................

c. Jenis kelamin : .........................................................................................................

d. Pekerjaan : .........................................................................................................

e. Tempat dan tanggal : ............................................................................/ ………….tahun

lahir/umur

f. Alamat tempat tinggal :.......................................................................................................

..........................................................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan
Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam
Pemilihan;

5. belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang
sama; atau

b. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil
Wali Kota di daerah yang sama;

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali
Kota*)................................. sejak pendaftaran sebagai calon;

MODEL BB.1-KWK



B. KHUSUS

Beri centang
pada kolom ini Pernyataan

Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
karena kealpaan.

Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
karena alasan politik.

Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara
kurang dari 5 (lima) tahun.

Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana
atau mantan terpidana.

bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan
Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*)
untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*)
di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa
kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota*) yang mencalonkan
diri di daerah yang sama.
telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan
bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota
DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara
Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan
Calon.



Beri centang
pada kolom ini Pernyataan

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa
atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon.

bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan
PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

……………, …….….............

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Gubernur/Wakil

Gubernur/Bupati/Wakil
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali

Kota*)

…………………………………………….

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

MATERAI



 
 
 
 
 
 

RANCANGAN PERATURAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK 

INDONESIA TERKAIT PERUBAHAN
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017 
TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, 

DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL 
WALI KOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RANCANGAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019, perlu

melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Panwas

Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan hasil penyelenggaraan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap

beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

BAHAN RDP
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2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 15

Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi

dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan

demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang

selanjutnya disebut KPU adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang penyelenggara pemilihan

umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya

disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil
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Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya

disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya

disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya

disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU /KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat desa atau sebutan

lain/kelurahan.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya

disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum

yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud
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dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota,

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum

yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang

selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah

panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di wilayah kecamatan.

11. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang

selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai

politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai

peserta Pemililhan Umum anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau

lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai

Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional

dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat
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mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota.

13. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan

Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah

memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan.

14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling

rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah

kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

15. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan

Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program

Pasangan Calon.

16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh

Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon

perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan

kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan

Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.

18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok

yang melakukan kegiatan Kampanye untuk

mendukung Pasangan Calon.

19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang

ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi

penghubung atau membangun komunikasi antara

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang

memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang

dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan
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kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat

sebagai Pemilih.

22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau

bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program

Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar

Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan

Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang

memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh

Pasangan Calon.

23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk

lain yang memuat visi, misi, program Pasangan

Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar

untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk

mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu,

yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri

oleh Pasangan Calon.

24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan

Kampanye melalui media cetak dan elektronik

berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara,

peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya

yang dimaksudkan untuk memperkenalkan

Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi

dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah

penyampaian berita atau informasi yang dilakukan

oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga
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penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video

atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon,

dan/atau kegiatan Kampanye.

26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga

penyiaran yang berbentuk badan hukum yang

didirikan oleh negara, bersifat independen, netral,

tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan

untuk kepentingan masyarakat.

27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga

penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia,

yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan

siaran radio atau siaran televisi.

28. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi

dalam jaringan internet yang digunakan untuk

interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.

29. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan huruf b ayat (3) dan huruf b ayat (6) Pasal 6

diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon

bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau Pasangan Calon perseorangan

membentuk Tim Kampanye dan menunjuk

Penghubung Pasangan Calon.

(2) Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan

Calon.

(3) Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk

disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota;
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b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota;

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

dengan tingkatannya; dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama Tim

Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman

dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(5) Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim

Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang

telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum

penyelenggaraan Kampanye.

(6) Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk

disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota;

b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota;

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

tingkatannya; dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

3. Ketentuan huruf b ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga Pasal

9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim

Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.

(2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari seluruh petugas yang

memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.



- 10 -

(3) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertugas:

a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;

b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada

aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia

setempat tentang penyelenggaraan Kampanye;

dan/atau

c. menyebarkan Bahan Kampanye.

(4) Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap

kelancaran, keamanan dan ketertiban

penyelenggaraan Kampanye.

(5) Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1

(satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon

sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum

penyelenggaraan Kampanye.

(6) Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir

Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota;

b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota;

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

dengan tingkatannya; dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

4. Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga

Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye,

Kampanye dapat dilaksanakan oleh:

a. Pihak Lain; dan/atau

b. Relawan.
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(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota dengan menyerahkan surat dari

Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain

dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung

dan akan melaksanakan Kampanye.

(4) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan

Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari

sebelum kegiatan Kampanye.

(5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau

formulir Model BC5- KWK untuk disampaikan

kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota;

b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota;

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

tingkatannya; dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

5. Ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) dihapus

sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode
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penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.

(2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x

21 cm;

b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi

terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x

10 cm;

c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm;

dan/atau

d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

(3) Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Bahan

Kampanye tambahan dengan ketentuan:

a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan

ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota; dan

b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak

100% (seratus persen) dari jumlah kepala

keluarga pada daerah Pemilihan.

(4) Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan

Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan

Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.
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6. Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah

sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat

membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain

yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan

ayat (3), meliputi:

a. pakaian;

b. penutup kepala;

c. alat makan/minum;

d. kalender;

e. kartu nama;

f. pin;

g. alat tulis;

h. payung; dan/atau

i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh)

centimeter x 5 (lima) centimeter.

(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:

a. tempat ibadah termasuk halaman;

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;

d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

e. jalan-jalan protokol;

f. jalan bebas hambatan;

g. sarana dan prasarana publik; dan/atau

h. taman dan pepohonan.

(3) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk

uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam

puluh ribu rupiah).
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7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan huruf b ayat (3) Pasal 28

diubah, dan Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) dihapus,

sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota memfasilitasi:

a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk;

dan/atau

b. pemasangan billboard atau penayangan videotron.

(2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x

7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah

setiap Pasangan Calon untuk setiap

kabupaten/kota;

b. billboard atau videotron paling besar ukuran 4

m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling

banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon

untuk setiap kabupaten/kota;

c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima

meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter),

paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap

Pasangan Calon untuk setiap kecamatan;

dan/atau

d. spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma

lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2

(dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap

desa atau sebutan lain/kelurahan.

(3) Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga

Kampanye dengan ketentuan:

a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan

ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota; dan

b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan

dipasang paling banyak 150% (seratus lima
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puluh persen) dari jumlah maksimal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan

Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan

Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 29 diubah,

sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan

ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau

Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah

ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program,

foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik

atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

(3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang

difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang dicetak dan

dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden
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dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau

pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

menyampaikan desain dan materi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat

5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan

Calon.

(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota mencetak baliho, umbul-umbul,

atau spanduk atau memasang billboard atau

menayangkan videotron sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (2) sesuai dengan desain dan

materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pencetakan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan

menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),

ayat (7), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 30 diubah, di

antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat,

yakni ayat (1a) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 30

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menyerahkan baliho, umbul-umbul,

atau spanduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon.

(1a) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota memasang billboard atau

menayangkan videotron sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.



- 17 -

(2) Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat

Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (1a) disaksikan oleh Bawaslu Provinsi

atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

(3) Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat

Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (1a) dituangkan ke dalam berita acara.

(4) Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan

pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul,

atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan

Calon.

(5) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim

Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat

Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis

Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan

persetujuan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

(6) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab

Pasangan Calon.

(7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah

daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa

atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan

lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a).

(8) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan

Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(9) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang

berada di:
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a. tempat ibadah termasuk halaman;

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. gedung milik pemerintah; dan

d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

(10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan

dengan mempertimbangkan etika, estetika,

kebersihan dan keindahan kota atau kawasan

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(11) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) pada tempat

yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta

harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat

tersebut.

(12) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah

daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

setempat untuk mengamankan Alat Peraga

Kampanye.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 31

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu

Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3

(tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

11. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua)

ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan ayat (4) Pasal 34

diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud



- 19 -

dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14

(empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi

untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak

kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama

30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi,

setiap hari selama masa penayangan Iklan

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk

setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10

(sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh)

detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama

masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3a) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak

untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu)

halaman untuk setiap media cetak setiap hari

selama masa penayangan Iklan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3b) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media dalam

jaringan untuk setiap Pasangan Calon paling banyak

1 (satu) banner untuk setiap media dalam jaringan

setiap hari selama masa penayangan Iklan

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat

(3a), dan ayat (3b) berlaku untuk semua jenis Iklan

Kampanye.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada

aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia

setempat, dengan tembusan disampaikan kepada
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KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau

Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan

tingkatannya.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup informasi:

a. hari;

b. tanggal;

c. waktu;

d. tempat;

e. nama pembicara;

f. jumlah peserta yang diundang; dan

g. penanggung jawab.

(3) Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat

membawa atau menggunakan:

a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;

b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon; dan

c. umbul-umbul Pasangan Calon.

(4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya

dibenarkan membawa atau menggunakan tanda

gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang

bersangkutan.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan

dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia

setempat, dengan tembusan kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau

Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan

tingkatannya.
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(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup informasi:

a. hari;

b. tanggal;

c. jam;

d. tempat kegiatan;

e. Tim Kampanye;

f. jumlah peserta yang diundang; dan

g. penanggung jawab.

(3) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan

dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di

halaman gedung atau tempat pertemuan.

14. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat,

yakni ayat (1a), ketentuan ayat (3) dan huruf b ayat (4)

Pasal 47 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 47 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Kampanye pada Media Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

(1a) Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa

Kampanye dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari

sebelum dimulainya masa tenang.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat

membuat akun resmi di Media Sosial untuk

keperluan Kampanye selama masa Kampanye.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib

mendaftarkan akun resmi di Media Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
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sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu)

hari sebelum masa Kampanye dimulai.

(4) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir

Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota;

b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota;

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

tingkatannya; dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

(5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang

memasang iklan Kampanye di Media Sosial.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 50

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan

Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menghapus

unggahan dan/atau konten/materi yang bermuatan

Kampanye pada akun resmi Media Sosial paling lambat 1

(satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

16. Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 52 diubah sehingga

Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

huruf a untuk setiap Pasangan Calon.

(2) Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan

tingkatan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota.
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(3) Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi

dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang

jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kepada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau

Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:

a. pemerintah daerah;

b. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu

Kabupaten/Kota; dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

tingkatannya.

17. Ketentuan ayat (4) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak

menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan Kampanye.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan

perbaikan jadwal Kampanye.

(3) Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
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Kabupaten/Kota.

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye

yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau

Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan

tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah,

Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu

Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 63 diubah,

sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara

lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan

Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga)

Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

(3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau

Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau

pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilarang:

a. menggunakan fasilitas negara yang terkait

dengan jabatannya untuk kepentingan

pemenangan dalam Pemilihan; dan

b. menggunakan kewenangan, program, dan

kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang
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menguntungkan atau merugikan Pasangan

Calon lain di wilayah kewenangannya dan di

wilayah lain.

(4) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan oleh:

a. Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden,

bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Gubernur atas nama Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota;

c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi

Anggota DPR;

d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau

e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota

bagi Anggota DPRD Provinsi atau

Kabupaten/Kota.

(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a, berupa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas

meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan

kendaraan dinas pegawai, serta alat

transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan

milik pemerintah, milik pemerintah daerah,

kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya

harus memerhatikan prinsip keadilan; dan

c. sarana perkantoran, radio daerah dan

sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah

dan peralatan lainnya.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 64 diubah

sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,



- 26 -

Walikota, atau Wakil Walikota yang sedang menjabat

dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama

harus mengajukan cuti Kampanye di luar

tanggungan Negara selama masa Kampanye.

(2) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada

hari pertama masa Kampanye.

(3) Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur,

Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

a. menggunakan fasilitas negara yang terkait

dengan jabatannya; dan

b. menggunakan kewenangan, program, dan

kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang

menguntungkan atau merugikan Pasagan Calon

lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah

lain.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

oleh:

a. Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden,

bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau

b. Gubernur atas nama Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota.

(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a, berupa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas

meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan

kendaraan dinas pegawai, serta alat

transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan

milik pemerintah, milik pemerintah daerah,

kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya

harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
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c. sarana perkantoran, radio daerah dan

sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah,

dan peralatan lainnya.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan

Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan

apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi

Kampanye tidak memungkinkan untuk

penyelenggaraan Kampanye.

(2) Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau

penundaan Kampanye dengan memberitahukan

kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang

bersangkutan.

(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota,

berwenang:

a. menertibkan atau membubarkan kegiatan

Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-

seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau

Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang

tidak terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

b. mengubah rute perjalanan yang telah

ditentukan, apabila pada saat keberangkatan

dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi
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gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas,

tanpa persetujuan dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon,

dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

21. Pasal 72 dihapus.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan

Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis; atau

b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye

dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)

jam.

(2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan

berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja

setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

23. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 77

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan

Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis; dan

b. perintah penghentian penayangan Iklan

Kampanye di media massa.

(2) Dihapus.
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24. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah sehingga Pasal 78

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang

terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota,

dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan,

atau Pihak Lain yang terbukti melakukan

pelanggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

71, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 81 diubah sehingga

Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta

Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya

pelanggaran ketentuan Kampanye.

(2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP

Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS; atau

b. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas

Lapangan.
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26. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 83

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,

PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas

Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2)

huruf b.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,

PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas

Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Pemilihan Umum.

27. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 84 diubah sehingga

Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

sampai dengan Pasal 80, KPU Provinsi/KIP Aceh,

KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS

menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi

kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim

Kampanye.

(2) Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau

Tim Kampanye;
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b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

dengan tingkatannya;

c. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas

Lapangan; dan

d. sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP

Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN . . . NOMOR . . .



 

 

 

 

 

RANCANGAN PERATURAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK 

INDONESIA TERKAIT PERUBAHAN
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017 
TENTANG DANA KAMPANYE PSERTA 
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN 

WAKIL WALI KOTA 
 

!



 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR . . . TAHUN . . . 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, 

DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pelaporan dana 

kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan 

terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota; 

BAHAN RDP 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 828); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE 

PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN 

WAKIL WALIKOTA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), diubah sebagai 

berikut: 
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1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah, di antara angka 13 

dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni 

angka 13a, dan di antara angka 16 dan 17 Pasal 1 

disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a, sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, 

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

secara langsung dan demokratis. 

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang 

telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai 

peserta Pemilihan. 

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang 

selanjutnya disebut KPU adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang penyelenggara pemilihan 

umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam 

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan 

yang diatur dalam undang- undang Pemilihan. 

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya 

disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah 

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara 

pemilihan umum yang diberikan tugas 

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
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Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang Pemilihan. 

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya 

disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud dalam undang- undang penyelenggara 

pemilihan umum yang diberikan tugas 

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan. 

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat 

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 

negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita- cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

RepublikIndonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau 

lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai 

Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional 

dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang secara bersama- sama bersepakat 

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota. 

8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut 

Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, 

dan program Pasangan Calon dan/atau informasi 

lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau 

meyakinkan Pemilih. 
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9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa 

uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan 

Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk 

membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. 

10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening 

yang menampung penerimaan Dana Kampanye 

berupa uang, yang dipisahkan dari rekening 

Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk 

kebutuhan kampanye. 

11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya 

disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat 

informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, 

sumber perolehan saldo awal atau saldo 

pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan 

pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan 

Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan 

sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon 

dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

dan pihak lain. 

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, 

yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah 

pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang 

diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan 

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota. 

13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK 

adalah pembukuan yang memuat seluruh 

penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. 

13a. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri 

dari LADK, LPSDK, dan LPPDK. 

14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan 

Calon yang digunakan untuk keperluan audit. 

15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP 

adalah seseorang yang telah memeroleh izin untuk 
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memberikan jasa sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang- undangan mengenai Akuntan 

Publik. 

16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat 

KAP adalah badan usaha yang didirikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Akuntan Publik.  

16a. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang 

selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah 

orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon 

sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, 

konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, 

dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana 

Kampanye. 

17. Hari adalah hari kalender. 

 

2. Ketentuan angka 3 huruf a dan angka 3 huruf d ayat (2) 

dan ayat (3) Pasal 8 diubah, Pasal 8 ayat (2) huruf c 

angka 9 dan huruf d angka 10 dihapus, di antara angka 

2 dan angka 3 huruf c ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) 

angka, yakni angka 2a dan angka 2b, serta di antara ayat 

(2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), 

ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan 

ayat (3) meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk 

uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari 

Partai Politik dan pihak lain. 

(2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai 
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Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas 

penyumbang yang mencakup: 

a. Partai Politik: 

1. nama Partai Politik; 

2. alamat Partai Politik; 

3. nomor akta pendirian Partai Politik; 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak; 

5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik; 

6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan 

Partai Politik; 

7. jumlah sumbangan; 

8. asal perolehan dana; dan 

9. pernyataan penyumbang bahwa: 

a) penyumbang tidak menunggak pajak; 

b) penyumbang tidak dalam keadaan 

pailit berdasarkan putusan 

pengadilan; 

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; 

dan 

d) sumbangan bersifat tidak mengikat; 

b. perseorangan: 

1. nama; 

2. tempat/tanggal lahir dan umur; 

3. alamat penyumbang; 

4. nomor telepon/telepon genggam (aktif); 

5. nomor identitas; 

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada); 

7. pekerjaan; 

8. alamat pekerjaan; 

9. jumlah sumbangan; 

10. asal perolehan dana; dan 

11. pernyataan penyumbang bahwa: 

a) penyumbang tidak menunggak pajak; 

b) penyumbang tidak pailit berdasarkan 

putusan pengadilan; 

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; 
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dan 

d) sumbangan bersifat tidak mengikat; 

c. kelompok: 

1. nama kelompok; 

2. alamat kelompok; 

2a. nomor akta pendirian kelompok; 

2b. nomor keputusan pengesahan badan 

 hukum atau nomor surat keterangan 

 terdaftar; 

3. nomor identitas pimpinan kelompok; 

4. nomor telepon/telepon genggam (aktif); 

5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau 

pimpinan kelompok, apabila ada; 

6. nama dan alamat pimpinan kelompok; 

7. jumlah sumbangan; 

8. asal perolehan dana; 

9. dihapus;  

10. pernyataan penyumbang bahwa: 

a) penyumbang tidak menunggak pajak; 

b) penyumbang tidak dalam keadaan 

pailit berdasarkan putusan 

pengadilan; 

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; 

dan 

d) sumbangan bersifat tidak mengikat; 

d. badan hukum swasta: 

1. nama badan hukum swasta; 

2. alamat badan hukum swasta; 

3. nomor akta pendirian badan hukum 

swasta; 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum 

swasta; 

5. nama dan alamat direksi atau pimpinan 

badan hukum swasta; 

6. nomor telepon/telepon genggam 

direksi/atau pimpinan badan hukum 

swasta; 
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7. nama dan alamat pemegang saham 

mayoritas; 

8. jumlah sumbangan; 

9. asal perolehan dana; 

10. dihapus; dan 

11. pernyataan penyumbang bahwa: 

a) penyumbang tidak menunggak pajak; 

b) penyumbang tidak dalam keadaan 

pailit berdasarkan putusan 

pengadilan; 

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; 

dan 

d) sumbangan bersifat tidak mengikat. 

(2a) Sumbangan yang berasal dari kelompok 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib 

dilampiri salinan akta pendirian kelompok. 

(2b) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada 

Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, 

dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan 

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang 

terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2c) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) 

dibuktikan dengan: 

a. salinan keputusan pengesahan pendirian 

badan hukum dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi 

kelompok yang berbadan hukum; atau 

b. salinan surat keterangan terdaftar bagi 

organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari: 

1. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang dalam negeri bagi 

organisasi kemasyarakatan yang memiliki 

lingkup nasional; 

2. gubernur bagi organisasi kemasyarakatan 

yang memiliki lingkup provinsi; atau 
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3. bupati/walikota bagi organisasi 

kemasyarakatan yang memiliki lingkup 

kabupaten/kota. 

(3) Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib 

dilampiri salinan akta pendirian badan hukum 

swasta dan salinan keputusan pengesahan 

pendirian badan hukum swasta dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia. 

(4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

dilakukan dengan cara memindahkan dana dari 

nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus 

Dana Kampanye disertai identitas penyumbang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dapat berupa surat keterangan dari bank 

yang bersangkutan. 

(6) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui 

setoran tunai pada bank, disertai dengan surat 

pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

 

3. Setelah ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 

(satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 9 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan 

Pasangan Calon, yang menerima sumbangan 

melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): 

a. dilarang menggunakan dana dimaksud; 
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b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP 

Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 

Walikota dan Wakil Walikota; 

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas 

Negara paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah masa Kampanye berakhir; dan  

d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas 

Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c 

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah 

masa kampanye berakhir. 

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 

Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi 

penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ke kas Negara. 

 

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 11 

Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari 

pembelian barang dari pihak lain, diberlakukan 

ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya 

berpedoman pada Peraturan KPU ini. 

 

5. Ketentuan huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah 

sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan 
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pengeluaran Dana Kampanye dengan 

memperhitungkan metode Kampanye, jumlah 

kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta 

Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye 

yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi 

geografis, logistik, dan manajemen 

Kampanye/konsultan. 

(2) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye 

dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya 

kegiatan dengan rumus sebagai berikut: 

a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi 

kegiatan x standar biaya daerah; 

b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x 

frekuensi kegiatan x standar biaya daerah; 

c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x 

frekuensi x standar biaya daerah; 

d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan 

x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x 

Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); 

e. jasa manajemen/konsultan; 

f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh 

Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman 

pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau 

KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan 

g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan 

Calon berpedoman yang jumlahnya pada 

keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau 

KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

(3) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana 

Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan: 

a. Pasangan Calon; 

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau 

c. Petugas Penghubung, 

untuk mendapatkan masukan. 

(4) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP 

Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 

Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan 

hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 

 

6. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, 

di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, 

yakni ayat (4a), dan setelah ayat (5) Pasal 13 

ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), 

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon 

perseorangan wajib membuka Rekening Khusus 

Dana Kampanye pada bank umum. 

(2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan 

Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 

pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. 

(3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan 

Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan 

bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu 

calon dari Pasangan Calon. 

(4) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi 

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu 
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perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik. 

(4a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat 

surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan 

perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik untuk menandatangani spesimen Rekening 

Khusus Dana Kampanye. 

(5) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan 

Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Pasangan 

Calon perseorangan. 

(6) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh 

Pasangan Calon perseorangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dibuka atas nama Pasangan 

Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan 

harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon 

perseorangan. 

(7) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan 

Pasangan Calon. 

 

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan 

setelah ayat (3) Pasal 14 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni 

ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon 

perseorangan membuat dan melaporkan hanya 1 

(satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

kepada: 

a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur; dan  

b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan 
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Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan 

Wakil Walikota. 

(2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan 

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau 

dilakukan penggantian. 

(3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan 

rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi Lampiran pada LADK, LPSDK, dan 

LPPDK. 

(4) Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye 

dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib 

menyampaikan surat penunjukan pengelola 

Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU 

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 

sesuai dengan tingkatannya. 

(5) Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana 

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan saat penyampaian LADK. 

(6) Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana 

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menggunakan formulir sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 

 

8. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14A 

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon 

perseorangan wajib menutup Rekening Khusus 

Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 

(dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

(2) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye 

sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dibuktikan 
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dengan surat pernyataan dari bank umum. 

(3) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat 

pernyataan dari bank umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada: 

a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 

b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota, 

paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye 

berakhir. 

 

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan 

Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 17 

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima 

sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik dan pihak lain. 

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib 

mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan 

penerimaan Laporan Dana Kampanye. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

 

10. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan 

dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana 

Kampanye. 

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terpisah dari pembukuan keuangan pribadi 
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Pasangan Calon. 

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah 

penerimaan dan pengeluaran disertai bukti 

pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan 

(4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dimulai sejak penetapan Pasangan 

Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye 

berakhir. 

 

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Pasangan Calon wajib menyusun dan 

menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang 

terdiri atas: 

a. LADK; 

b. LPSDK; dan 

c. LPPDK. 

(2) Pasangan calon dapat menunjuk dan menetapkan 

paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas 

Penghubung. 

(3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan surat 

tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada: 

a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 

b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota,  

pada saat penyampaian LADK. 
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12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga 

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf 

a yaitu pembukuan yang memuat informasi: 

a. Rekening Khusus Dana Kampanye; 

b. nomor pkok wajib pajak masing-masing 

Pasangan Calon; 

c. saldo awal atau saldo pembukaan; 

d. sumber perolehan saldo awal atau saldo 

pembukaan; 

e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan 

pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum 

penyampaian LADK, apabila saldo awal 

merupakan sisa dari penerimaan dana dengan 

peruntukkan kampanye yang diperoleh 

sebelum periode pembukuan LADK; 

f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari 

Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik dan pihak lain; dan 

g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK. 

(2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dimulai sejak penetapan Pasangan Calon 

dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian 

LADK. 

 

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, dan Pasal 23 ayat (2) 

dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23 

(1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 

(1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau 

Petugas Penghubung. 

(2) Dihapus. 

 

 



- 19 - 
 

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, 

sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 24 

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan 

Calon atau Petugas Penghubung. 

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap: 

a. cakupan informasi; dan 

b. format LADK. 

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang 

ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon 

atau Petugas Penghubung. 

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan 

LADK dalam berita acara. 

(5) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format 

LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dalam 

berita acara. 

 

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan Pasal 29 ayat (2) 

dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 29 

(1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 

(1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau 

Petugas Penghubung. 

(2) Dihapus. 
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16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga 

Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 30 

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan 

Calon atau Petugas Penghubung. 

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap: 

a. cakupan informasi; dan 

b. format LPSDK. 

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK 

yang ditandatangani bersama dengan Pasangan 

Calon atau Petugas Penghubung. 

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan 

LPSDK dalam berita acara. 

(5) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format 

LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dalam 

berita acara. 

 

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan Pasal 33 ayat (3)  

dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 33 

(1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

huruf c adalah pembukuan yang memuat informasi 

keuangan berupa seluruh penerimaan dan 

pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan 

Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan 

Kampanye. 

(2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan 

pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, 

barang, dan jasa. 
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(3) Dihapus. 

 

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah dan Pasal 35 ayat (2) 

dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 35 

(1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau 

Petugas Penghubung. 

(2) Dihapus. 

 

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga 

Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 36 

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan 

Calon atau Petugas Penghubung. 

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK 

yang ditandatangani bersama dengan Pasangan 

Calon atau Petugas Penghubung. 

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan 

LPPDK dalam berita acara. 

 

20. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 38 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang 

ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya 

LPPDK. 
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21. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 42 

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan 

hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 

ayat (1) untuk melakukan audit Laporan Dana 

Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah 

yang bersangkutan. 

(2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melakukan audit Laporan Dana Kampanye 

Pasangan Calon di daerah lainnya. 

 

22. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 45 

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima 

belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana 

Kampanye dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. 

 

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 47 

(1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU 

Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 

Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima 

belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana 

Kampanye dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau 

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38. 

(2) Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) wajib dilampiri kertas kerja audit untuk 

keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi/KIP 

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

 

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 48 diubah dan Pasal 48 ayat (3) 

dihapus sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 48 

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Dana 

Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 

(tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1). 

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan 

Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

menerima hasil audit dari KAP pada papan 

pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP 

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

(3) Dihapus. 

 

25. Setelah huruf c ayat (2) Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) 

huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 49 

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 

Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima 

sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye 

yang berasal dari: 

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga 

swadaya masyarakat asing dan warga negara 

asing; 

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak 

jelas identitasnya; 

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 

d. badan usaha milik negara, badan usaha milik 
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daerah, dan badan usaha milik desa atau 

sebutan lain. 

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon 

perseorangan yang menerima sumbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. dilarang menggunakan dana dimaksud; 

b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP 

Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 

Walikota dan Wakil Walikota;  

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas 

Negara paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah masa Kampanye berakhir; dan 

d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas 

Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c 

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah 

masa kampanye berakhir. 

 

26. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 58 

(1) KPU menetapkan pedoman teknis mengenai Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman 

pada Peraturan KPU ini. 

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan pedoman teknis 

mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman 

pada Peraturan KPU ini dan pedoman teknis yang 

ditetapkan oleh KPU. 

(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pedoman 
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teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan 

KPU ini dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh 

KPU. 

 

27. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 58A dan Pasal 58B, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 58A 

(1) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan 

sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan 

Bawaslu Provinsi atau putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati 

tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana 

diatur dalam Peraturan KPU mengenai tahapan, 

program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, 

pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme 

pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati 

jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur 

dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai 

tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan 

Pemilihan, maka pembukaan RKDK dan 

pembukuan LADK dimulai sejak tanggal 

penetapan Pasangan Calon yang bersangkutan; 

dan 

b. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan 

sebagai peserta Pemilihan tapi ditetapkan 

kembali sebagai peserta Pemilihan maka 

pembukuan Laporan Dana Kampanye dimulai 

sejak Pasangan Calon yang bersangkutan 

ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, 

dan Laporan Dana Kampanye mengikuti 

tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang 
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berjalan sesuai dengan Peraturan KPU yang 

mengatur mengenai tahapan, program, dan 

jadwal penyelenggaraan Pemilihan.  

(2) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib: 

a. membuka RKDK pada bank umum paling 

lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai 

Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota;  

b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) 

hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon 

oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 

dan 

c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai 

dengan jadwal dalam peraturan KPU yang 

mengatur mengenai tahapan, program, dan 

jadwal penyelenggaraan Pemilihan. 

(3) Dalam hal Pasangan Calon telah membuka RKDK 

pada bank umum sebelum dibatalkan dan 

ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

Pasangan Calon dapat menggunakan RKDK 

tersebut. 

(4) Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) telah melewati jadwal 

penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c, Pasangan Calon menyampaikan 

LPPDK sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU 

yang mengatur mengenai tahapan, program, dan 

jadwal penyelenggaraan Pemilihan. 

(5) Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk 

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagai berikut: 

a. periode pembukuan LADK dimulai sejak 

ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai 

dengan 1 (satu) hari sebelum waktu 
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penyampaian LADK; 

b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) 

hari setelah penutupan pembukuan LADK 

sampai dengan 1 (satu) hari sebelum 

penyampaian LPSDK; dan 

c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak 

ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai 

dengan berakhirnya masa kampanye. 

 

28. Ketentuan ayat (2) dan huruf a ayat (3) Pasal 59 diubah, 

dan Pasal 59 ayat (3) huruf e dihapus sehingga Pasal 59 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 59 

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 

Walikota dan Wakil Walikota memberikan pelayanan 

pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon 

dan/atau tim Kampanye. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas konsultasi melalui: 

a. telepon; 

b. surat elektronik (email); dan 

c. tatap muka. 

(3) Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan 

yaitu: 

a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU 

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota, dan dapat dibantu oleh 

asosiasi profesi akuntan; 

b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan 

konsultasi; 

c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang 

memuat informasi nama, alamat nomor 
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telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota, tanda tangan petugas dan 

tamu; 

d. menyiapkan alamat email KPU Provinsi/KIP 

Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan 

e. dihapus. 

 

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 diubah sehingga 

Pasal 60 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 60 

(1) Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai 

Kampanye untuk Pasangan Calon wajib melaporkan 

Dana Kampanye kepada Pasangan Calon. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kelompok masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan 

pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk 

mendukung Pasangan Calon. 

(3) Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan 

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana 

Kampanye Pasangan Calon. 

 

30. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 61 

(1) Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye 

Pasangan Calon dapat diakses oleh:  

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum; 

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;  

c. Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; dan/atau 

d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pencegahan dan 
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pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

(2) Permohonan akses informasi data Laporan Dana 

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara tertulis kepada: 

a. KPU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota 

b. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 

c. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan 

Wakil Walikota. 

 

31. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan 

Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran 

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Komisi ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal   

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

ARIEF BUDIMAN 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal  

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR . . . 

 


